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PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARIMDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 15 Desember 1991 / umur 32
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi

Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 08 November 1989 / umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan

register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

menurut agam Islam pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2010

dilaksanakan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai

Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah sekaligus
yang menikahkan diwakilkan kepada bernama Tokoh agama Xxxxx, dengan
maskawin beruap uang tunai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai
dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama
Xxxxxdan Xxxxx;

1. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus
bujang;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah,
sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu
Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah
secara hukum;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Talangsari Kota Samarinda
selama 2 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali tinggal di
rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Talangsari Kota Samarinda
selama 4 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang
anak, masing-masing bernama Xxxxx(meninggal dunia), Xxxxxlahir di
Samarinda tanggal 10 Oktober 2013 dan Nadira Alesha Zahra lahir di
Samarinda tanggal 30 Desember 2018 dan anak tersebut dalam asuhan
Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya

rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan antara lain:

faktor ekonomi. Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha mencari
pekerjaan. Setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari
pekerjaan, Tergugat malah-marah kepada Penggugat dan tidak segan-
segan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Kemudian yang
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Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja dirumah, sehingga
kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya
dibantu oleh orangtua Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar
demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan
pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk
dihindari;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih
kurang pada bulan Oktober tahun 2021 disebabkan Tergugat masih saja
tidak bekerja dan tidak ada usaha mencari pekerjaan sehingga Penggugat
tidak atahan alagi dengan sikap tergugat sehinga setelah terjadi
pertengkaran ahirnya Tergugat pergi merningglajn rumah kediaman orang
tua Penggugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 2 tahun 3
bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup
lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat
bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama
Samarinda;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cg. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat
(XxXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor
108/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 17 Januari 2024,
yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina
rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil,
sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada
pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan
penambahan pada posita 2 (dua) bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung Penggugat dengan memberi perwakilan kepada tokoh agama
bernama Xxxxx dan saksi nikah kedua yaitu Xxxxx;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bu
kti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472050912140006, tanggal 24

Agustus 2021 atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan
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di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;
Bukti Saksi
Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada
tahun 2010 dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Penggugat dengan memberi perwakilan kepada tokoh
agama bernama Xxxxx dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah
bernama Jamaludin dan Xxxxx dengan maskawin berupa uang
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat akan menikah, Penggugat berstatus gadis dan
Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Talangsari Kota
Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah ekonomi Tergugat
tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang
lalu tanpa saling peduli;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya
pasangan suami istri sampai sekarang;
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2. Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tukang
Batu, bertempat tinggal di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada
tahun 2010 dan saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat
Penggugat dan Tergugat menikabh;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Penggugat dengan memberi perwakilan kepada tokoh
agama bernama Xxxxx dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah
bernama Jamaludin dan saksi sendiri dengan maskawin berupa
uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat akan menikah, Penggugat berstatus gadis dan
Tergugat berstatus bujang;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Talangsari Kota
Samarinda;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah ekonomi Tergugat
tidak menafkahi Penggugat, sedangkan untuk biaya hidup sehari-
hari Penggugat dan anaknya dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2020, karena Tergugat
telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai
sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah
mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak
berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut
Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam
perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara
dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang
secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (in person) di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum
(default without reason) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan
Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya

bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
ataupun orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang sah tidak memberikan
jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun
kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan
Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali
apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut
hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini
mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk
menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada
Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil
gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya
tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua)
orang Saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah
diberi meterai secukupnya serta telah di- nazegelen, hal tersebut telah sesuai
dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus
dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada
pengetahuannya sendiri, serta keterangannya bersesuaian, telah terbukti
sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi dan keterangannya
tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi-Saksi
telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum
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yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing
untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi-Saksi
yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara siri pada tanggal
08 Oktober 2010;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah
kandung Penggugat yang diwakilkan kepada tokoh agama bernama Xxxxx
dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Jamaludin dan Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di Jalan Talangsari, Kota Samarinda;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara
Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat
tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya

pasangan suami istri sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi,
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut
di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah
gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan
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menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat
dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat
dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan
tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur
ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut
sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah
terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana
tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi,
maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu
jelas sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan
sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan
sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah
tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan
sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap
dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah
penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau
bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang
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berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan
keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan
perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk
menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai
pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:
JreYs ey
Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh
membahayakan orang lain
Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah
berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan
maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap
menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka Majelis Hakim
dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan
perceraiannya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut
hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat
(Xxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2010 di Keluarahan
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur;

4.Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxxxx) terhadap
Penggugat (Xxxxx);

5.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Akh. Fauzie,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,
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Hesty Lestari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
Panggilan
4. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
JUMLAH : Rp. 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



